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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Figh Siyasah Terhadap Problematika
Kewenangan Dalam Pendirian Rumah Ibadah (Studi Putusan PTUN No.
41/G/2008/PTUN-BDG)” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan
menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana problematika kewenangan dalam
pendirian rumah ibadah menurut Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG
tentang pendirian rumah ibadah? Dan bagaimana analisis figh siyasah
problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah dalam Putusan PTUN
No. 41/G/2008/PTUN-BDG?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode dokumentasi
kemudian dianalisis dengan analisis deduktif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan obyek penelitian secara sistematis tentang problematika
kewenangan dalam pendirian rumah ibadah. Data yang diperoleh diuraikan
dengan metode analisis deduktif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
menganalisis sebuah kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh
konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: pertama, dalam Putusan PTUN
Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG, bahwa tindakan yang dilakukan oleh
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang memberikan surat keputusan
mengenai pembekuan IMB GKI Yasmin menunjukkan bahwa ketidakpatuhan
terhadap hukum yang berlaku. Jadi, yang berhak untuk membekukan IMB adalah
walikota. Kedua, Jika dianalisis menggunakan figh siyasah khususnya metode
maslahah dalam siyasah syar’iyyah, dengan dikabulkannya gugatan dalam
putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG dapat menjadikan
kemaslahatan bagi kaum minoritas yang dalam hal ini adalah pemeluk agama
Kristen yang beribadah di GKI Yasmin agar tetap dapat beribadah sesuai dengan
kepercayaan yang dianutnya.

Dari kesimpulan di atas, yakni untuk mengatasi masalah mengenai izin
pendirian rumah ibadah hendaklah pemerintah dalam membuat peraturan
perundang-undangan lebih menjelaskan secara rinci mengenai izin pendirian
rumah ibadah beserta dengan pembekuan ataupun pencabutan IMB, terlebih lagi
mengenai pihak yang berwenang atas tugas tersebut.
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BAB1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam adalah agama yang telah mengatur secara jelas segala urusan
umat manusia.! Dalam ajaran Islam, masalah politik termasuk dalam kajian
figh siyasah. Figh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk
beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara
pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh
pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Masalah pemisahan
kekuasaan telah ada dalam hukum maupun negara Islam, dan dipraktikkan
sejak masa Rasulullah SAW dan Al-Khulafa’ Al-Rasyidin.?

Ulil Amr, sebagai pelaksana undang-undang, Qadi Shuraih sebagai
pelaksana peradilan, majelis syura sebagai parlemen, dan ahA/-halli wa al-
aqdi sebagai dewan pertimbangan. Mengenai kekuasaan legislatif, mereka
mempunyai dua wewenang pertama membuat undang-undang. Kedua
mengontrol pemerintah dalam masalah-masalah eksekutif. Mengenai
yudikatif tidak mengharuskan memegang teguh pada sistem tertentu atau

alat (negara) tertentu, begitupun pandangan Islam tentang eksekutif.’

! Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, (Yogyakarta: Pustaka Iqra’, 2001), 284.
2 Inu Kencana Syafi’ie, //mu Pemerintahan dan Al - Qur ’ an , (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 167.
3 Muhammad Al-Nubarak, Sistem Pemerintahan Dalam Islam, (Solo: CV Pustaka, Mantiq, 1995),

92.



Di dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis yang
berdasar atas hukum, kedudukan wewenang pemerintah terhadap
penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan
penerapakan asas legalitas. Di setiap negara yang menganut konsepsi
negara hukum, asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang utama
untuk dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan
pemerintahan.*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan asas legalitas menjadi acuan
dasar bagi pemerintah dalam bertindak ataupun berbuat. Dalam artian
bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan oleh ketentuan dari
undang-undang. Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas
dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas pemerintahan
berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur). Prinsip dasar
dalam sebuah konsepsi negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan
ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (bestuurshandelingen)
haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau
berdasarkan pada adanya suatu legitimasi atau kewenangan, sehingga
tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut dipandang absah adanya.’

Menurut A/-Bagillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk
menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan

musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan

* Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Kencana, 2014), 93.
3 Ibid., 95.



masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur
perjalanan haji dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan
kepadanya. Singkatnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan
umum harus sesuai dengan syariat.®

Konsepsi dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang
baik ialah bagaimana agar tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat
memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat guna meningkatkan
kesejahteraannya baik secara lahiriah maupun batiniah.

Pengertian kewenangan yaitu kekuasaan dalam membuat
keputusan berupa perintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang
lain. Kewenangan itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan bagi
masyarakat tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang dalam suatu
lembaga pemerintahan tertentu yang dibentuk oleh kekuasaan legislatif
maupun dari kekuasaan pemerintah.’

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan dalam
melaksanakan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan dan juga
mengeluarkan keputusan berdasarkan oleh kewenangan yang didapat dari
konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Secara umum kewenangan adalah kekuasaan untuk melaksanakan

semua perbuatan maupun tindakan hukum publik. Prajudi Atmosudirjo

6 J. Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014),
276.

7 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Laks
Bang Pressindo, 2008), 95.



mengemukakan bahwa: “Pada dasarnya kewenangan pemerintah dapat
dijabarkan ke dalam dua pengertian, yaitu sebagai hak untuk melaksanakan
suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat
secara riil mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh lembaga
pemerintah lainnya (dalam arti luas).”

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang dimiliki oleh
pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang adalah
kekuasaan yang mempunyai landasan dalam mengambil tindakan hukum
supaya tidak timbul akibat hukum, yaitu tercapainya kesewenang-
wenangan (onwetwating). Keseluruhan pelaksanaan dari kewenangan
pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang
pemerintahan, tentunya pemerintah tidak akan bisa melaksanakan suatu
tindakan maupun perbuatan pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diterangkan
bahwa yang disebut dengan pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan
sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yaitu meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota, dan



perangkat daerah lainnya sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah (lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah). Gubernur bertugas menjadi kepala daerah pada
tingkat provinsi berfungsi pula selaku wakil dari pemerintah di daerah,
bupati bertugas menjadi kepala daerah pada tingkat kabupaten, dan
walikota bertugas menjadi kepala daerah pada tingkat kota.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang yang luas dalam
mengelola potensi yang ada. Pemerintahan daerah sebagai penyelenggara
merupakan langkah terlaksananya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI 1945) yang mempunyai tujuan supaya daerah
tersebut menjadi bagian dari sistem untuk mengatur hubungan antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 18 UUD
NRI 1945 menguraikan secara terang bahwa pemerintah merupakan suatu
lembaga yang dipimpin oleh kepala pimpinan yang disebut presiden
pemerintahan bersamaan dengan mempunyai tanggungjawab sebagai
penyelenggara jalannya suatu pemerintahan negara, dengan ketentuan
berurutan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kota dan kabupaten.® Ketentuan berkaitan dengan kepemerintahan daerah
termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, untuk membedakan pengertian pemerintahan

daerah dengan pemerintah daerah. Perbedaan yang mengatur tentang

8 1 Atmaja, Aspek Hukum dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan, (Surabaya: Universitas
Airlangga, 1994), 54.



pembagian wilayah negara tersebut termuat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan

ayat (2).°

Dalam kewenangan pemerintahan daerah yang telah diatur di UU
Pemda dapat dibedakan menjadi dua, yakni kewenangan pemerintah yang
wajib dan kewenangan pemerintahan pilihan:

1. Kewenangan pemerintahan harus mempunyai makna pelayanan pada
tingkat dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup
yang terjangkau, fasilitas lingkungan, dan lain-lain.

2. Kewenangan pemerintah pilihan berhubungan dengan potensi unggulan
dan ciri khas pada daerah tententu.

Urusan pemerintahan pusat yang diberikan kepada pemerintah
daerah pada dasarnya adalah tanggungjawab pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pertanahan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, politik luar negeri, serta
agama. Pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri dalam
melimpahkan secara langsung ke pemerintah daerah.

Aturan kebijakan merupakan bentuk peraturan umum mengenai
pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara sebagai
pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan sendiri oleh

lembaga pemerintahan yang berwenang untuk melakukan sesuatu.

% Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Daerah menyatakan (1) Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan
kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan
dan/atau desa.



Sedangkan kata wewenang mempunyai arti hak untuk bertindak bahkan
membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab
kepada orang lain.!° Sedangkan pengertian kewenangan dari segi ilmu
hukum secara khusus hukum administrasi negara adalah sesuatu yang
disebut ketentuan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan
oleh undang-undang) atau bisa juga dari berasal dari kekuasaan eksekutif
atau administratif.!!

Dalam khazanah ilmu kenegaraan, terdapat beberapa macam tugas
suatu negara. Menurut Ateng Syarifuddin, “tugas pemerintah yaitu
meliputi fungsi budaya, fungsi kesejahteaan umum, dan fungsi kontrol
ekonomi.”!? Selain itu dalam sistem otonomi daerah merupakan penekanan
kepada adanya kemandirian daerah untuk mengatur dan menjalankan
urusan yang menjadi kewenangannya. Otonomi daerah bukanlah adanya
kebebasan untuk setiap pengambilan kebijakan, tetapi semua berdasarkan
aturan yang mengatur secara jelas dalam sebuah kebijakan. Konsep
otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan didasarkan pada adanya
hubungan kewenangan antara internal pemerintah dengan pemerintah
lainnya, baik pusat pemerintahan, pusat pemerintah daerah provinsi

maupun pusat pemerintah kabupaten/kota.

10 Hamid Attamini, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan,
(Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993), 12-13.

" Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 231.

12 Ateng Syarifudin, Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan
yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 15.



Pembagian kekuasaan otonomi daerah secara proporsional
mengandung pengertian bahwa pembagian urusan yang memperhatikan
bagian yang seimbang pada masing-masing pihak pengambil kebijakan,
dalam hal ini pemerintah pusat dan pihak pemerintah daerah. Pengertian
pemerintah daerah terbagi mejadi tiga pihak, yaitu pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota.'?

Kendala utama yang sering kali dihadapi dalam suatu
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kegiatan pembangunan
adalah masih lemahnya manajemen pelayanan pemerintahan yang
diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang
sering kali tidak atau bahkan kurang berkesesuaian dengan tuntutan dan
aspirasi kepentingan masyarakat. Banyak tindakan atau perbuatan
pemerintah yang dilakukan tidaklah begitu dimengerti atau dipahami
dengan baik oleh warga masyarakat, malahan tindakan atau perbuatan itu
sering kali menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan, seperti
pencabutan perizinan pendirian rumah ibadah.'4

Di negara Indonesia, masalah yang berkaitan dengan urusan
keagamaan sering menjadi masalah yang tidak ada akhirnya. Hal tersebut
disebabkan karena urusan agama adalah urusan yang sangat privat dan
sensitif bagi kalangan masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah sebagai

lembaga yang bertugas menjaga kerukunan masyarakat harusnya lebih

13 Nikmatul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung, Nusamedia, 2012), 88.
4 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Kencana, 2014), 123-124.



berusaha untuk berusaha meredam masalah yang berkaitan dengan urusan
agama. Bentuk masalah keagamaan yang sering terjadi di Indonesia yaitu
mengenai perizinan dalam mendirikan rumah ibadah. Salah satu masalah
mengenai perizinan dalam mendirikan rumah ibadah yang belum mendapat
penyelesaiaan hingga saat ini adalah GKI Yasmin.

Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan
ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan gereja sah mereka.
Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan
(citizenship) yang lebih demokratis, di mana pengakuan kesederajatan dan
kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia
dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada
tanggal 10 April 2010. Semenjak saat itu, jemaat beribadah di halaman
gereja dan di jalan. Namun karena selalu mendapatkan intimidasi, maka
jemaat mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara
bergantian setiap Minggu I dan III, karena setiap Minggu II dan IV, ibadah
dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, bersama-sama dengan jemaat HKBP
Filadelfia Tambun, Bekasi, tepatnya di seberang Istana Negara.

Jemaat GKI Yasmin dipaksa keluar dari gedung gereja oleh massa
yang mengatasnamakan masyarakat setempat yang mayoritas agamanya
berbeda karena merasa terganggu dengan berdirinya rumah ibadah di
tempat mereka. Sebagian besar massa tersebut beralasan bahwa GKI
Yasmin belum mendapatkan izin. Namun pada kenyataannya, GKI Yasmin

sudah memiliki izin mendirikan bangunan.
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Umumnya para pakar sependapat bahwa penguasa atau
penyelenggara pemerintahan tidak dapat dipersalahkan atas tindakan atau
perbuatan yang dilakukannya meskipun dari tindakan atau perbuatan
tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Alasan yang
dikemukakan yaitu oleh karena penguasa atau penyelenggara pemerintahan
atau pemerintah bertindak atau berbuat bukanlah berdasarkan kepentingan
pribadi, akan tetapi didasarkan kepada terselenggaranya kesejahteraan
(kepentingan umum).

Dalam menyelenggarakan kepentingan umum itu dapat saja timbul
konflik kepentingan antara satu kelompok masyarakat dengan yang lain,
sehingga bisa saja penyelenggara pemerintahan atau pemerintah dalam hal
ini mengorbankan kepentingan masyarakat tertentu untuk kepentingan
umum.

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun
walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing
mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama
mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu.!3

Ketidakharmonisan antara pemeluk agama dilatarbelakangi oleh
faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pemahaman
seseorang terhadap ajaran agama yang dianut, seperti halnya

kecenderungan pemahaman radikal-ekstrim ataupun dalam bentuk

15 C.S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

137.
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fundamental subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Sikap seperti itu
telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor
disharmonitas tersebut perlu ditelaah lebih dalam relevansinya dengan
hubungan umat beragama di negara Indonesia. Hal tersebut didasari oleh
kerangka berfikir bahwa salah satu langkah untuk meredam konflik adalah
dengan cara mengetahui sumber-sumber konflik tersebut.

Unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum salah satunya
adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (basic rights) atau Hak Asasi
Manusia.'® Hak asasi didefinisikan sebagai sejumlah hak yang seakan-akan
berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena
kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut hilang juga kemanusiaannya.'’

Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB menegaskan bahwa
hak asasi manusa adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang
tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.'®

Indonesia merupakan negara yang menghargai hak-hak asasi setiap
warga negaranya, salah satunya yaitu hak asasi untuk beribadah dan
memeluk agama seperti yang telah tertuang di dalam UUD Negara

Republik Indonesia 1945 Pasal 29 Ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

16 Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, cet ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),

343.

17 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Kencana, 2010), 281-282.

18 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa, 1996), 52.
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“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu’.

Pada penerapannya, setiap warga negara mempunyai hak untuk
mendirikan tempat ibadah mereka masing-masing, salah satunya yaitu
mendirikan Gereja. Gereja merupakan tempat untuk warga negara
beragama Kristen untuk beribadah sejak agama Kristen masuk ke
Indonesia.”

Dalam masalah pendirian rumah ibadah ini sudah menjadi masalah
yang cukup besar di Indonesia terutama kasus pendirian rumah ibadah bagi
pemeluk agama minoritas. Apalagi ditambah dengan wewenang
pemerintah Kota Bogor yang sewenang-wenang mencabut izin pendirian
rumah ibadah yang dimiliki oleh GKI Yasmin Bogor, di mana yang
seharusnya menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan
bahwa terkait dengan pedoman perizinan pendirian rumah ibadah
dilakukan oleh bupati/walikota dan tidak dijelaskan mengenai pencabutan
oleh pemerintah baik bupati ataupun walikota, tetapi dalam kasus ini
dilakukan pencabutan izin pendirian oleh kepala dinas tata kota dan
pertamanan yang bukan melakukan pencabutan atas nama walikota. Maka

dari itu, hal ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk

1 Thsan Ali-Fauzi et al., Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya, Y ayasan Wakaf Paramadina,
Jakarta, 2011, 10.
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dibahas dan diteliti lebih lanjut. Dari situ saya mencoba mengangkat judul
yaitu Analisis Figh Siyasah Terhadap Problematika Kewenangan Dalam
Pendirian Rumah Ibadah (Studi Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-

BDG).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pendirian rumah ibadah

dalam putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG dalam penelitian kali ini ada

beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1.

Adanya problematika terhadap pembangunan rumah ibadah dalam hal ini
adalah GKI Yasmin.
Kesewenang-wenangan Pemerintah Kota Bogor dalam membuat surat

keputusan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi setiap warganya.

. Wewenang Pemerintah Kota Bogor dalam pencabutan perizinan

pembangunan rumah ibadah dalam hal ini adalah GKI Yasmin.

Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu hak seseorang yang ingin
mendirikan tempat ibadah namun diambil atau dicabut secara paksa oleh
Pemerintah Kota Bogor.

Adanya pertentangan antara Surat Kepala Dinas Tata Kota dan
Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208 — DTKP perihal pembekuan izin
dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006.
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6. Wewenang pemerintah Kota Bogor dalam pendirian rumah ibadah menurut

Putusan PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tentang pendirian rumah
ibadah.

Analisis figh siyasah terhadap problematika kewenangan dalam pendirian
rumah ibadah.

Berawal dari identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian kali

ini penulis akan membatasi masalah agar tidak terlalu melebar dan lebih fokus

dalam pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

1.

Problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah menurut Putusan
PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tentang pendirian rumah ibadah.
Analisis figh siyasah terhadap problematika kewenangan dalam pendirian

rumah ibadah dalam Putusan PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang disebutkan

di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini

adalah:

1.

Bagaimana problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah
menurut Putusan PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tentang pendirian
rumah ibadah?

Bagaimana analisis figh siyasahterhadap problematika kewenangan dalam
pendirian rumah ibadah dalam Putusan PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-

BDG?
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D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiat ataupun duplikasi penelitian dalam

pembahasan judul yang saya buat, saya akan menguraikan secara singkat studi

review agar dapat mengetahui adanya persamaan maupun perbedaan terkait

dengan problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah dengan

penelitian yang lain. Studi Review yang telah saya dapatkan yaitu sebagai

berikut :

1.

Jurnal yang ditulis oleh Benny Asrianto dengan judul “Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006
Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia)’. Di dalam jurnal tersebut, penulisan membahas tentang
pendirian rumah ibadah dalam prespektif hak asasi manusia. Pembahasan
tersebut mencakup bagaimana hak asasi manusia yang tertuang dalam
Undang-Undang Dasar, hak asasi dalam Islam, dan juga ketidaksesuaian
antara Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dengan hak asasi manusia.

Tesis yang ditulis oleh Izaac Alfons dari Universitas Gadjah Mada pada
tahun 2016 yang berjudul “Penyelesaian Konflik Pembangunan Tempat
Ibadah, Studi Kasus: Gereja Kristen Indonesia Yasmin-Bogor’. Di dalam
tesis tersebut, penulis membahas tentang gambaran umum mengenai Kota
Bogor, Gereja Kristen di Indonesia, dan GKI Yasmin Bogor. Selain itu,
penulis juga mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah penyelesaian

konflik yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik pembangunan
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tempat ibadah GKI Yasmin di Bogor mulai dari penyelesaian konflik
menggunakan ranah hukum, menggunakan antikekerasan serta
penyelesaian menggunakan dialog, yang juga disertai deskripsi mengenai
penyebab terjadinya konflik.

. Jurnal yang ditulis oleh Galih Setiono, Dadang Rahmat Hidayat S., dan
juga Pandan Yudhapramesti dari Jurusan Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Padjajaran pada tahun 2012 dengan judul
“Pemberitaan Konflik GKI Yasmin Bogor pada Harian Jurnal Bogor dan
Radar Bogor’. Di dalam jurnal ini, penulis menjelaskan objek dari berita
yang berisi jurnalistik ini adalah pemberitaan mengenai konflik yang ada
di GKI Yasmin yang dimuat oleh surat kabar lokal Jurnal Bogor dan Radar
Bogor. Penulis membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di GKI Yasmin
Bogor, mulai dari konflik mengenai perizinan mendirikan gereja di Taman
Yasmin Bogor yang diwarnai dengan kekerasan yang dialami oleh Satpol
PP Bogor dikarenakan berusaha membubarkan paksa kebaktian, posisi
media dalam memberitakan sebuah konflik, peran wartawan dalam agen
konstruksi sebuah realitas dan keberpihakan maasing-masing media kepada
pemerintahan. Selain itu, penulis juga membahas pemberitaan isu lokal dan
dibingkai oleh media yang memiliki kedekatan secara psikologis,
geografis, dan lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh Bisril Hadi dari Fakultas Ushuluddin Uin Syarif
Hidayatullah pada tahun 2017 yang berjudul “Problematika Pendirian

Rumah Ibadah di Aceh’. Skripsi tersebut terfokus kepada muatan
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Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007, realisasi pelaksanaan
Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007, respon umat beragama dan
Pemerintahan Daerah tentang muatan Peraturan Gubernur Aceh No. 25
Tahun 2007, dan juga kerukunan di Aceh setelah dikeluarkannya Peraturan
Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007.

5. Jurnal yang ditulis oleh Eman Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negri Suska Riau dengan judul “Peran FKUB dan
Pendirian Rumah Ibadat di Kota Pekanbaru’. Dalam jurnal tersebut,
penulis membahas mengenai penyebab konflik antar pemeluk agama,
regulasi pendirian rumah ibadah, peranan FKUB dalam pendirian rumah
ibadah, kegiatan dan program FKUB Pekanbaru mengenai rekomendasi
pendirian rumah ibadah yang telah memenuhi syarat, dan juga
fenomenalogi pendirian rumah ibadah yang didirikan di wilayah tanpa
konflik dan di wilayah dengan konflik di Pekanbaru. Jadi, jurnal ini lebih

terfokus kepada FKUB dan pendirian rumah ibadah di Kota Pekanbaru.

Dari studi review yang telah saya jelaskan tersebut maka yang menjadi
perbedaan dengan karya orang lain yaitu saya ingin membahas mengenai
wewenang dari pemerintah Kota Bogor itu sendiri dalam menangani perizinan
dalam hal pendirian rumah ibadah sesuai dengan studi putusan PTUN No.
41/G/2008/PTUN-BDG dan juga analisis dalam perspektif figh siyasah berupa

pendekatan maslahah mursalah.
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E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penulis di dalam penelitian skripsi

kali ini adalah:

1.

Mengetahui problematika kewenangan pendirian rumah ibadah menurut
Putusan PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG terkait pendirian rumah
ibadah.

Mengetahui analisis figh siyasah terhadap problematika kewenangan

dalam pendirian rumah ibadah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

atau kegunaan baik dari segi teoritis ataupun dalam segi praktis.

1.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran
teoritis tentang wewenang ijin pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh
bupati atau walikota. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu
memperbanyak pengetahuan dan juga keilmuan tentang hukum positif
maupun hukum Islam, khususnya terkait dengan pendirian rumah ibadah
yang lebih jelas dalam pandangan Hukum Tata Negara.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sekaligus
memberikan saran mengenai penerapan dalam pemenuhan syarat ijin
pendirian rumah ibadah di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan
dan hak-hak bagi warga negara dalam pendirian rumah ibadah. Dan juga
agar dapat dijadikan sebagai pedoman atau pertimbangan dalam perijinan

mengenai pendirian tempat ibadah.
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G. Definisi Operasional
Adanya definisi operasional tidak lain dimaksudkan untuk
menyelaraskan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran dalam
mendefisinikan istilah dalam bentuk judul skripsi. Sesuai dengan judul skripsi
penulis yaitu “Analisis Figh Siyasah Terhadap Problematika Kewenangan
dalam Pendirian Rumah Ibadah (Studi Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-
BDG)”, yaitu:
1. Figh siyasah
Figh siyasah adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan umat.?® Figh siyasah merupakan salah satu ilmu mengenai
tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara
dalam khususnya. Dalam tulisan ini, penulis mendefinisikan figh siyasah
sebagai hukum tata negara yang berdasarkan ajaran Islam yang di dalamnya
terdapat mekanisme aturan yang mengandung petunjuk berupa pengaturan,
hukum, dan juga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.
2. Rumah Ibadah
Rumah ibadah adalah bangunan atau ruangan yang lokasinya tetap dan

peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama

20 ). Suyuti Pulungan, Fikih Sivasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2014), 28.
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yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan
atau ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah
di fasilitas umum, serta tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai
oleh pribadi atau keluarga.?! Rumah ibadah dalam konteks pembahasan
skripsi ini adalah GKI Yasmin Bogor.
3. Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG
Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG adalah putusan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas perkara sengketa antara
Nugroho, Johana Pattinasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi yang
ketiganya bertindak atas nama GKI Yasmin dengan Kepala Dinas Tata
Kota Dan Pertamanan Kota Bogor yang mana surat keputusan No.
503/208-DTKP perihal pembekuan izin dinyatakan batal dan dicabut oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
H. Metode Penelitian
Penelitian dengan judul “Analisis Figh Siyasah Terhadap Problematika
Kewenangan dalam Pendirian Rumah Ibadah (Studi Putusan PTUN No.
41/G/2008/PTUN-BDG)” adalah penelitian normatif dengan cara menemukan
sebuah masalah dalam sebuah buku, dokumen, berita dan jurnal:
1. Data yang dikumpulkan
a. Data tentang Pemerintah Kota (Walikota).

b. Data tentang fungsi, tugas dan wewenang Pemerintah Kota (Walikota).

2! Bidang Statistik Sosial, Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Barat 2018, (Kalimantan
Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat), 89.
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c. Data tentang kewenangan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.
2. Sumber data
Adapun sumber data yaitu meliputi sumber primer dan sekunder:
a. Sumber data primer yaitu:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Peraturan Bersana Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006.
3) Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG.
b. Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh
berdasarkan informasi tidak langsung.?> Sumber data sekunder
merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh refrensi lain

misalnya yaitu : Buku-buku, Jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Studi Dokumen adalah teknik awal yang dipergunakan
dalam penelitian ilmu hukum, baik penelitian dengan aspek normative
maupun penelitian dengan aspek empiris. Studi dokumen dilakukan
melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan
dalam suatu penelitian yang mana dapat mengkaji suatu informasi tertulis

mengenai hukum yang dipublikasikan secara khusus tetapi dapat diketahui

22 Irfan Tamwifi, Metode Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.



22

oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji

Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG.??

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik dari data primer maupun data
sekunder akan disusun dengan cara menggunakan analisis kualitatif berupa
analisis deduktif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis sebuah kesimpulan
umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta

untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini perlu
kiranya digambarkan dengan terperinci secara jelas dan menyeluruh tentang
sistematikanya. Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan bagian
besar untuk memberikan gambaran terkait isi skripsi dan memudahkan jalan
pemikiran pembaca dalam memahami secara keseluruuhan isi skripsi.

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, Identifikasi
masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian puastaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan.

23 1 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,
(Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 192.
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Bab kedua yaitu membahas mengenai landasan teori dalam melakukan
penelitian. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori mengenai figh
siyasah yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan
masalah.

Bab ketiga memuat data hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh
penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang problematika
kewenangan dalam pendirian rumah ibadah dan juga putusan PTUN No.
41/G/2008/PTUN-BDG. Data-data dari putusan tersebut akan dijabarkan guna
mendapatkan informasi mengenai sebuah penelitian yang diteliti.

Bab keempat membahas mengenai analisis atas jawaban dari rumusan
masalah yang didasarkan pada landasan teori yang telah dijelaskan di dalam
bab II. Dalam bab ini berisikan dua jawaban yaitu jawaban mengenai
problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah menurut putusan
PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tentang pendirian rumah ibadah dan
analisis figh siyasah terhadap problematika kewenangan dalam pendirian
rumah ibadah.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang di dalamnya memuat penutup
yang meliputi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan

saran.



BABII

TINJAUAN UMUM SIYASAH SYAR’TYAHDALAM FIQH SIYASAH

A. Pengertian Figh Siyasah

Figh atau sering dikenal dengan hukum Islam merupakan hukum yang
dinamis. Figh berarti pemahaman teks dengan menggunakan metode jjtihad,
sudah selayaknya berkembang cepat sering dengan perkembangan peradaban
manusia. Sebab teks yang terdapat di dalam Al-Qur’an ataupun Hadis sudah
tidak mungkin dilakukan lagi ada penambahan, yang dimungkinkan hanya
interpretasi dengan mengikuti syarat maupun prinsip yang disepakati oleh
para fuqaha baik dalam bentuk jjma’maupun Jjjtihad.

Kata figh siyasahberasal dari dua kata yaitu kata figh (43ll) dan yang kedua
adalah al-siyasi (~\-'). Kata figh secara bahasa adalah faham, sedangkan a/-
siyasimemiliki arti mengatur. Secara bahasa atau etomologis, figh merupakan
keterangan mengenai pengertian ataupun paham dari maksud ucapan si
pembicara atau pemahaman mendalam terhadap suatu perkataan dan
perbuatan.?*

Sedangkan, ilmu figh merupakan ilmu yang berperan menguraikan dan
menentukan norma hukum dasar yang terdapat di Al-Qur’an dan ketentuan
umum dalam sunah Nabi yang ditulis dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata
lain, figh berarti ilmu yang berusaha untuk memahami hukum yang terdapat

di Al-Qur’an dan sunnah untuk ditetapkan kepada perbuatan manusia dewasa

24 ]. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1994), 21.

24
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yang mempunyai akal sehat serta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
hukum Islam. Hasil pemahaman mengenai hukum Islam tersebut disusun
secara sistematis di dalam kitab figh yang disebut sebagai hukum figh?
Penemuan figh dilakukan melalui penalaran serta istidlal seorang mujtahid

maupun 7aqih.

Secara etimologis, kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa,
yasusu yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan
memerintah”.?” Siyasahjuga dapat berarti mengurus, mengatur, dan membuat
kebijaksaaan sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sebuah tujuan.
Dalam /isan al-Arab, secara istilah siyasahberarti memimpin suatu perbuatan
yang membawanya pada kemaslahatan. Dalam pengertian lain, kata siyasah
dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”.
Kata sasa memiliki kata sinonim dengan kata dabbara yang berarti mengatur,
memimpin (fo /lead), memerintah (fo govern), dan kebijakan pemerintah

(policy of government).*

Kata siyasah dapat juga dilihat dari sisi makna terminologisnya dan di
sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam, antara lain
datang dari: pertama, Ibonu Mansyur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut beliau,

siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada

25> Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum lslam di
Indonesia, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48-50.

26 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), 5-7.

27 Ensiklopedi Tematis Dunialslam, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t.), 192.

2 Ibid, 192.
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kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai
undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan,
serta mengatur berbagai hal. Ketiga, datang dari Abdur Rohman yang
mengartikan siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan
administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan figh siyasah
adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan
dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan
mencegah kemudharatan.

B. Ruang lingkup Figh Siyasah

Islam adalah agama yang telah mengatur secara jelas segala urusan
umat manusia.?’ Dalam ajaran Islam, masalah politik termasuk dalam kajian
figh siyasah. Figh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk
pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada
khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh
pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Masalah pemisahan
kekuasaan telah ada dalam hukum maupun negara Islam, dan dipraktikkan

sejak masa Rasulullah SAW dan Al-Khulafa’ Al-Rasyidin.°

Figh siyasah merupakan bagian dari ilmu figh. Bahasan ilmu figh
mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang

ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal,

2 Zainal Abidin Ahmad, Membangun NegaraIslam, (Yogyakarta: Pustaka Iqra’, 2001), 284.
30 Inu Kencana Syafi’ie, //mu Pemerintahan dan Al - Qur ’ an , (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 167.
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peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum Internasional
seperti perang, damai, dan traktat. Figh siyasah mengkhususkan diri pada
bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata

pengaturan negara dan pemerintahan.

Imam al-Mawardi dalam kitab figh siyasah-nya berjudul al-Ahkam al-
Sultaniyyah,' dan membagi ruang lingkup figh siyasah ke dalam 5 bagian

sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyyah

3. Siyasah Qadlaiyyah
4. Siyasah Harbiyyah

5. Siyasah Idariyyah

Selanjutnya, menurut Abdul Wahhab Khallaf*? lebih mempersempit

lagi dengan membagi 3 bidang kajian saja, antara lain:

1. Siyasah Qadlaiyyah
2. Siyasah Dauliyyah

3. Siyasah Maliyyah

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ruang lingkup figh siyasah

adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk

31 Ali bin Muhammad al-Mawardi, A/-Ahkam al-Suthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4.
32 Ibid.
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mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya
untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan

mereka.?3

Sedangkan penekanan dari Hasbi Ash Shiddieqy yang menjelaskan
objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan
mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian
pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus
dan tidak berlawanan dengan sesuatu nas dari nas-nas yang merupakan

syari’ah ‘amah yang tetap.*

Secara garis besar ruang lingkup figh siyasah adalah sebuah aturan dari
sebuah negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan
kemaslahatan. Islam adalah agama yang telah mengatur secara jelas segala
urusan umat manusia.’® Dalam ajaran Islam, masalah politik termasuk dalam
kajian figh siyasah. Masalah pemisahan kekuasaan telah ada dalam hukum
maupun negara Islam, dan dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan Al-
Khulafa’ Al-Rasyidin.’®¢ Masalah ini menyangkut antar satu negara dengan
negara lain, hubungan muslim dengan nonmuslim, masalah peradilan, masalah

peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, masalah bentuk

33 Abdul Wahhab Khallaf, A/-Siyasat..., 5.

34 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam, (Jakarta:
Matahari Masa. 1976), 28.

35 Zainal Abidin Ahmad, Membangun NegaraIslam, (Yogyakarta: Pustaka Iqra’, 2001), 284.

36 Inu Kencana Syafi’ie, //mu Pemerintahan dan Al - Qur ’ an , (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 167.
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negara, dan sebagainya baik dalam praktik yang berkembang dalam sejarah

maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.

Pengertian Siyasah Syar’iyyah

Secara etimologi siyasah syar’iyyah berasal dari kata syara’a yang
berarti sesuatu yang bersifat syar’ atau bisa diartikan sebagai peraturan atau
politik yang bersifat syar’i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah
sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.3’

Di dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis yang
berdasar atas hukum, kedudukan wewenang pemerintah terhadap
penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan
penerapakan asas legalitas. Di setiap negara yang menganut konsepsi negara
hukum, asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang utama untuk

dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.3®

Sedangkan Ibn ‘Abid al-Din membuat definisi lebih luas mengenai
siyasah syar’fyah yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya
kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari

para Nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin. Segi lahir dari

37 Wahbah Zuhaily, Ushul Figh: Kuliyat Da’wah allslami, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997),

89.

3% Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana, 93.
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para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja, sedangkan secara khusus pada

batinnya dari para ulama ahli waris para Nabi.?’

Menurut Ibnu Aqil, ahli figh dari Baghdad, siyasah syar’iyyah adalah
suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan
terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya
dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif
menjelaskan pengertian figh siyasah syar’iyyah adalah setiap perbuatan yang

sesuai dengan magqasiduh as-shari’ah al-‘ammah.*

Khallaf merumuskan siyasah syar’fyyah dengan: Pengelolaan masalah-
masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya
kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam dengan
tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip

umumnya, meskipun tidak sejalan dengen pendapat para ulama mujtahid.*!

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian siyasah
syar’fyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan
urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan
dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Tujuan utama siyasah syar’iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan

39 Bahantsi Ahmad Fathi, A/-Siyasat al- Jinaiyat i al-Syari’at, (Makktabat Dar al-‘Urubat: Mishr,
1965), 61.

40 Lihat, Sabir Taimah, Dirasat Fi Nidham al1slam, (Beirut: Dar Al-Ajil), 178.

41 Abdul Wahhab Khallaf, A/-Siyasat..., 15.
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negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki
terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan

bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.
D. Ruang lingkup Siyasah Syar’iyyah

Dengan siyasah syar’iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan
menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan

umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, dan perundang-undangan.

Selanjutnya, T.M. Hasbi*> membagi ruang lingkup siyasah syar’iyyah

menjadi delapan bidang, antara lain:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan
perundang-undangan.

2. Siyvasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang
penetapan hukum.

3. Siyasah Qadlaiyyah Syar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan.

4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan
moneter.

5. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi negara.

6. Siyasah  Dauliyyah/Siyasah  Kharijiyyah  Syar’iyyah  yaitu

kebijaksanaan hubungan luar negeri atau Internasional.

42 A. Djazuli, Figh Siyasah, 30.
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7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-

undang.

8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah yaitu politik peperangan.

Secara terperinci Imam al-Mawardi** menyebutkan di antara yang

termasuk ke dalam hukum kekuasaan atau kewenangan siyasah syar’iyyah

sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

1.

'Agdul imamah atau keharusan dan tata cara pemimpinan dalam Islam
yang mengacu kepada syura’.

Taqlidu al-wizarah atau mengangkat pejabat menteri yang
mengandung dua pola. Yaitu wizarah tafwidiyyah dan wizarah
tanftidiyyah

Taqglid al-imarat ‘ala al-bilad, mengangkat pemerintah seperti
gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.

Taqlid al-Imarat 'ala al-jihad, pengangkatan pejabat militer, panglima
perang dan sebagainya.

Wilayah ‘ala hurubi al-mashalih, yaitu wewenang dalam memerangi
para pemberontak atau ah/ al- riddah.

Wilayatu al-qadha, wewenang untuk menetapkan para pemimpin
pengadilan, para gadhi, hakim dan sebagainya.

Wilayatu al-madalim, kewenangan memutuskan persengketaan di

antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

4 Al-Mawardi, A/ Ahkamus Sultaniyah, (Maktabah Syamilah, Darul Warragq, tt).



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

33

Wilayatun nigabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan
mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.

Wilayah 'ala imamati as-salawat, kewenangan mengimami shalat baik
secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.

Wilayah ‘ala al-hajj, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan
penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin
pelaksanaannya.

Wilayah 'ala al-sadagat, kewenangan mengelola pelakasanaan zakat,
infag dan sadagah masyarakat dari mulai penugasan 'amilin,
pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
Wilayah ‘ala al-fai wal ghanimah, kewenangan pengelolaan dan
pendistribusian rampasan perang.

Wilayah ‘ala al-wad'i al-jizyah wal kharaj, kewenangan menentapkan
pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan beacukai dari barang-barang
komoditi.

Fima tahtalifu al-ahkamuhu minal bilad, kewenangan menetapkan
status suatu wilayah dari kekuasaannya.

lhya’u al-mawat wa ihraju al-miyah, kewenangan memberikan izin
dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian
mata air.

Wilayah fil him wal arfaqg, kewenangan mengatur dan menentukan
batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi

alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
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17. Wilayah fi ahkami al- igta’ kewenangan memberikan satu bidang
tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok
rakyatnya.

18. Wilayah fi wadi diwn, kewenangan menetapkan lembaga yang
mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta
kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para
karyawan.

19. Wilayah fi ahkami al- jaraim, kewenangan dalam menetapkan
hukuman Audud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan
pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina,
pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

20. Wilayah fi ahkami al-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga

pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taymiyyah juga mengupas beberapa masalah
yang masuk dalam kewenangan siyasah syar’iyyah. Beliau mendasarkan teori

siyasah syar’fyyah kepada surat An-Nisa Ayat 58 dan 59.
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Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-
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orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itulebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS.An-Nisa Ayat
58 -59.

Di mana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan
kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan
para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap
pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (al-Nisa’ 58),
kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan
menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada

pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat al-Nisa’

yang ke-59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi
pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-
orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan
dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari
zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan

dengan amanat kekayaan.

Sedangkan siyasah syar’iyyah dalam bidang penegakan hukum yang
adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk

pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksalanakan hukuman Audud
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dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan,
penganiyaan, perzinaan, pencurian,peminum khamer, dan sebaginya serta
melaksanakan  musyawarah  dalam  perkara-perkara  yang  harus

dimusyawarahkan.**
E. Teori Maslahah dalam Siyasah Syar’iyyah

Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal
maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang
mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, maslahah adalah
mengambil manfaat dan menolak kemdharatan dalam rangka memelihara
tujuan-tujuan syara’. Maslahah mursalah adalah kebaikan kemaslahatan yang
tidak disinggung syara’ secara jelas untuk mengerjakan atau
meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau
menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum
sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.*® Dalam mas/ahah

mursalah diharuskan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Hanya berlaku dalam bidang mu’amalah, karena persoalan ibadah tidak
akan berubah-ubah
b. Tidak berlawanan dengan maksud syar7 at atau salah satu dalilnya yang

sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nas)

4 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As Siyasah as Syar’iyah fi Islhir Ra’i War Ra’iyah, Tahqiq Basyir
Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993).
4 Efrinaldi, Figh Siyasah: Dasar-dasr Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Granada Press, 2007), 61.
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C. Maslahah ada karena kepentinagan yang nyata dan diperlukan oleh

masyarakat

1. Pengertian Maslahah

Menurut istilah umum maslahah ialah konsepsi dasar dari sebuah
penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah bagaimana agar tindakan
atau perbuatan pemerintahan itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik
pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya baik secara lahiriah

maupun batiniah.

Sedangkan tujuan syara’ meliputi lima dasar pokok*, yaitu:
melindungi agama (Aifdu al din); melindungi jiwa (hifdu al nafs),
melindungi akal (A4ifdu al aql); melindungi kelestarian manusia (hifdu al
nasl); melindungi harta benda (Aifdu al mal). Bukan hal yang diragukan lagi
bahwa lafad al-Maslahah dan al-Mafsadah adalah berupa bentuk yang
masih umum, yang menurut kesepakatan ulama’ adalah mengarah pada hal-

hal yang berhubungan dengan dunia dan akhirat.

Kemaslahatan akhirat adalah hal yang paling penting dalam
pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhoan dari Allah yang Maha
Pemurah di akhirat nanti, karena dalam pandangan Islam hidup tidak hanya

berhenti pada kehidupan di dunia saja, dengan kata lain bahwa kerhidhoan

46 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Islam dan Politik Bernegara, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2002), 60.
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Allah di akhirat tidak bisa terlepas dengan keridhoan-Nya di dunia dan

bagaimana seseorang menentukan sikapnya di dunia.
2. Pembagian Maslahah

Ditinjau dari materinya, para ulama ushul figh membagi maslahah

menjadi dua*’, sebagai berikut:

a. Maslahah ammah, adalah kemaslahatan umum yang menyangkut
kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti
untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan
mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh
penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut
kepentingan orang banyak.

b. Maslahah khassah, adalah kemaslahatan pribadi. Mas/ahah khashsah
ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang
berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang

dinyatakan hilang.

Dan dilihat dari segi keberadaan maslahat itu sendiri, syariat

membaginya atas tiga bentuk*® yaitu:

a. Maslahah Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat.

Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis

47 Deliar Noer, Islam dan Politik, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 45.
8 Syadzali, Munawir, Is/im dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press,
1990), 98.
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kemaslahatan tersebut. Maslahah menjaga agama, nyawa, akal,
keturunan (juga maruah), harta. Syara’ telah mensyariatkan jihad
untuk menjaga agama, gisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud
kepada penzina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman
sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman
potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.

b. Maslahah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena
bertentangan dengan hukum syara’. Misalnya, kemaslahatan harta riba
untuk menambah kakayaan, kemaslahatan minum khomr untuk
menghilangkan stress, maslahah orang- orang penakut yang tidak mau
berjihad, dan sebagainya.

c. Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh
dalil syariat atau nas secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat
dari makna implisit sejumlah nas yang ada. Jadi, Mas/ahah ini adalah
satu keadaan di mana tiada dalil khas daripada syara’ yang
mengi tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinaskan oleh
syara’yang menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya

melalui dalil giyas.

Tetapi pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang munasabah
untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya kerana ia mendatangkan
maslahah atau menolak mafsadah. Contoh bagi maslahah ini adalah yang

telah dibincangkan oleh ulama’ ialah seperti membukukan Al-Qur’an,
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hukum gisasterhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis

buku-buku agama.*

F. Wilayah Al-Mazalim
1. Pengertian Wilayah Al-Mazalim

Kata Wilayah Al-Mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu
wilayah dan al-Mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan
tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata a/-Mazalim adalah
bentuk jamak dari mazlimah yang secara literal berarti kejahatan,
kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.

Sedangkan secara terminologi, Wilayah Al-Mazalim berarti
kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan
muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam
wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut
penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.>

Wilayah Al-Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang
pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaaan hakim dan kekuasaaan
muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke
dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara
penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim

ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa.

4 1bid, 92.

50 Muhammad Salam Madzkur, A/-Qadha fi al-lslam, (terj.) Imran A.M., (Surabaya: Bina IImu,
1982), 171.
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Wilayah Al-Mazalim bertugas untuk mengawasi, memeriksa, dan
mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negara dan
keluarganya yang meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah
lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat, sedangkan Wilayah al-Hisbah
bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan
oleh rakyat.

Sejarah Wilayah Al-Mazalim

Lembaga mazalim ini telah terkenal sejak zaman dahulu.
Kekuasaan ini terkenal dalam kalangan bangsa Persia dan dalam kalangan
bangsa Arab di zaman jahiliyah. Di masa Rasul masih hidup, maka Rasul
sendiri yang menyelesaikan segala rupa pengaduan terhadap kezhaliman
para pejabat. Para Khulafa Ar Rashidin tidak mengadakan lembaga ini,
karena anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat
dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Pertengkaran-pertengkaran yang
terjadi di antara mereka dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Akan
tetapi di akhir zaman pemerintahan Ali beliau merasa perlu
mempergunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki
pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat
kezaliman.

Tetapi Ali belum lagi menentukan hari-hari yang tertentu untuk
menelitu perkara-perkara ini. Permulaan Khalifah yang sengaja
mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-

pengaduan rakyat kepada para pejabat, ialah Abdul Malik ibn Marwan. Di
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dalam memutuskan perkara, Abdul Malik Ibn Marwan berpegang pada
pendapat para hakimnya dan ahli-ahli fig/mya. Umar ibn Abd Al Aziz
adalah seorang Khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela
rakyat dari kezhaliman. Oleh karenanya beliau mengembalikan harta-harta
rakyat yang diambil oleh bani Umaiyah secara zalim.

Di dalam risalah Al Kharady, Abu Yusuf menganjurkan kepada
Khalifah Harum Ar Rashid supaya mengadakan sidang-sidang untuk
memeriksa pengaduan-pengaduan rakyat terhadap para pejabat.

Kerap kali para khulafa dahulu menyerahkan tugas ini kepada
wazir-wazir dan kepala daerah atau hakim-hakim.>!

Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan
rakyat terhadap para pejabat negara. Pengadilan untuk memutuskan
perkara-perkara kezaliman, pada masa itu dilakukan di masjid-masjid.
Akan tetapi penguasa yang mengetahui sidak mazalim ini dilengkapi
dengan bermacam-macam aparat agar pengadilannya mempunyai
kewibawaan yang penuh dan dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Menurut Al-Mawardi, pada masa Khulafa’ al-Rashidin, penegakkan
lembaga mazalim itu belum tampak jelas. Mengingat tingkat kesadaran
umat Islam pada saat itu relatif tinggi, ketertiban masyarakat terkendali,
sehingga jarang terlihat adanya persoalan yang pelik dan krusial. Hal itu

dapat dipahami karena umat Islam senantiasa mendapat siraman dan

S Al- Mawardi, A/-Ahkam al-Shukthaniyah, 81-83.
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bimbingan mental untuk berlaku benar dan adil.”> Namun demikian, bukan
berarti persoalan-persoalan itu tidak pernah muncul sama sekali. Karena
ternyata, dengan kehidupan masyarakat dan perluasan wilayah kekuasaan
pemerintahan Islam yang semakin berkembang, sebenarnya masih terdapat
beberapa persoalan yang mirip dengan perkara mazalim, meskipun hal itu
masih dapat diantisipasi dan diselesaiakn oleh hakim. Misalnya, apabila
seseorang melakukan bias atau dasar watak kekerasan yang dimilikinya,
maka hal itu cukup diberi nasehat untuk meluruskan diri dan berbuat baik.

Pergeseran situasi dan kondisi telah membawa dan ikut membentuk
perjalanan dan perkembangan sejarah Islam. Tampilnya Mu’awiyyah Ibn
Abi Sufyan yang disusul oleh anak cucunya sampai lapisan bawah yang
cenderung ashabiyah (nepotisme) ke puncak pimpinan pemerintahan Islam
menandai suatu masa tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap
perkembangan bidang peradilan. Menurut Al-Mawardi, orang Bani
Umayahlah yang pertama yang menaruh perhatian khusus terhadap urusan
mazalim adalah Abd. Malik Ibn Marwan. Akan tetapi, perhatian yang lebih
besar terhadap lembaga mazalim itu dilakukan oleh Umar Ibn Abd. Aziz.
Di samping mengatur dar al-mazalim, ia juga mengatur dar al-syurthah.
Dalam suaturiwayat terungkap bahwa seseorang pernah mengadukan suatu
perkara kepada Umar Ibn Abd. Aziz tentang perbuatan Al-Walid Ibn Abd.
Malik yang telah merampas harta kekayaan yang dimilikinya. Setelah

Umar Ibn Abd. Aziz mengetahui tentang kebenaran pengaduan itu, maka

52 1bid., 77-78.
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ia memutuskannya dengan mengembalikan seluruh harta kekayaan kepada
pemiliknya.

Pada umumnya, perhatian pemerintah terhadap peradilan mazalim
yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan
perhatian yang berkembang pada masa Bani Umayah, yaitu hanya terbatas
pada beberapa Khalifah tertentu. Karena itu, pada masa pertama
pemerintahan Bani Abbasiyah bertahta, wewenang hakim bertambah luas.
Hakim tidak sekedar berwenang mengurusi perkara perdata dan pidana,
termasuk kewenangan menyelesaikan masalah wasiat dan wakaf, tetapi
berwenang pula dalam bidang kepolisian, mazalim, hisbah, qishash,
percetakan uang, dan urusan bait al-mal>® Menurut Abu Ya’la al-Hanbaliy,
perhatian beberapa Khalifah Bani Abbasiyah untuk mengadakan sidang
secara khusus dalam perkara mazalim, pertama kali dilakukan oleh Al-
Mahdi, yang diikuti oleh Al-Hadi, Al-Rashid, Al-Ma’mun, dan yang
terakhir melaksanakannya adalah Al-Muhtadi.

Di Kerajaan Saudi Arabia, dewasa ini dikenal lembaga mazalim,
yang memiliki strata sosial yang terhormat. Menurut Al-Hafnawy,
kedudukan lembaga mazalim tersebut lebih tinggi daripada lembaga-
lembaga peradilan lainnya. Lembaga itu dikepalai oleh nazhir al-mazalim,
yang memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan menteri. Secara

langsung ia bertanggung jawab kepada baginda raja, dan tidak bertanggung

53 Hasan Ibrahim, 7arikh al-Qadha al-1slam al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqaty wa al-Ijtimaiy, al-
Juz al-Awwal, (Kairo: Mathba’ah al-Nahdhah al-Misriyah, 1953), 60.
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jawan kepada menteri kehakiman. Lembaga mazalim itu secara khusus
bertugas menyelesaikan perkara-perkara kezaliman (penganiayaan) yang
dilakukan pihak penguasa, baik dari kalangan istana maupun dari kalangan
keluarga birokrat lain atau kalangan-kalangan tertentu lainnya terhadap
pihak awam dan masyarakat luas yang lemah. Di samping itu, lembaga ini
bertugas pula menangani kalangan praktisi hukum yang melakukan
pelbagai pembiasan dan rishwah (sogok). Dalam pelaksanaannya, jabatan
tersebut dibantu oleh lima unsur, yaitu: (1) orang-orang yang dianggap
memiliki kekuatan (dari lapisan pembantu mahkamah); (2) beberapa orang
hakim; (3) beberapa orang yang memiliki kualifikasi dalam bidang fig/; (4)
panitera; (5) orang-orang yang dapat menjadi saksi-saksi ahli.>*
3. Kompetensi Wilayah Al-Mazalim

Kompetensi absolut®> yang dimiliki oleh Wilayah Al-Mazalim
adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh
hakim atau para hakim yang tidak mempunyai kemampuan untuk
menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan
yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan
hakim-hakim sehingga kekuasaan Wilayah Al-Mazalim lebih luas dari

kekuasaan gadha.

54 Ibid., 70-71

35 Kompetensi absolut adalah masalah-masalah yang menjadi kewenangan suatu peradilan untuk
memutuskan perkaranya, di samping kekuasaan tersebut ada kompetensi relative yang menyangkut
wilayah hukum yang menjadi kekuasaan suatu peradilan.
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Melihat kompetensi absolut ini, Al-Mawardi memberikan syarat-
syarat untuk bisa menjadi petugas Wilayah Al-Mazalim. Syarat tersebut
harus mempunyai status sosial yang tinggi, ketegasan, wibawa,
kehormatan, sedikit tamak, dan wara’. Sifat-sifat ini sangat diperlukan
dalam menghadapi terdakwa yang berpengaruh dan hakim yang tegas.>®

Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut Wilayah Al-

Mazalim, yaitu sebagai berikut:

a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan
penindasan penguasa terhadap rakyat. Wilayah Al-Mazalim tidak
boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para
penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan
penindasan, dan mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil.

b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam
penarikan pajak. Tugas Wilayah Al-Mazalim adalah mengirim
utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, serta
memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk
mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada
pemiliknya, baik harta tersebut sudah diserahkan ke bait al-mal
atau untuk dirinya sendiri.

c. Para pegawai kantor pemerintahan (Kuttab ad-Dawwin) harus
amanah karena umat Islam mempercayakan kepada mereka dalam

masalah harta benda. Tugas Nadzir Al-Mazalim adalah meneliti

56 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, 77.
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tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang
yang berlaku.

. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang
berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau
keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut
tidak diberikan atau dikurangi, tugas Nadzir Al-Mazalim adalah
memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan apabila
gaji tersebut diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang
diambil dari bait al-mal.

Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam,
yaitu (a) Ghusub Al-Shultaniyah, yaitu perampasan yang dilakukan
oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap
harta tersebut atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas
Nadzir Al-Mazalim adalah mencegah perbuatan zalim apabila
belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada
pengaduan orang yang dizalimi tersebut. (b) Perampasan yang
dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam kondisi ini, pemrosesan
perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak
kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali
dengan empat perkara, yaitu (1) Pengakuan dari orang yang
merampas harta tersebut, (2) Perampasan tersebut diketahui oleh
Wali Al-Mazalim dan ia boleh menetapkan hukum berdasarkan

pengetahuannya, (3) Adanya bukti yang menunjukkan dan
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menguatkan tindak kezaliman tersebut, (4) Adanya berita yang
kuat tentang tindak kezaliman tersebut.

Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam,
yaitu: (1) Wakaf Umum. Tugas Nadzir Al-Mazalim adalah
mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan,
meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, (2)
Wakaf Khusus. Tugas Nadzir Al-Mazalim adalah memproses
perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap
wakaf tersebut.

. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan
proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan
terdakwa lebih besar dari hakim, Nadzir Al-Mazalim harus
mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari
terdakwa.

. Menjalankan fungsi Nadzir Al-Hisbah ketika ia tidak mampu
menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara
menyangkut kemaslahatan orang banyak.

Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam, seperti
perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan
prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama daripada
hak-hak lainnya.

Nadzir Al-Mazalim juga diperbolehkan memeriksa orang-orang

yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun
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fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di
lembaga gadha’’’

G. Mekanisme Pendirian Rumah Ibadah

Dalam konteks kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia,
khususnya Hak Sipil dan Politik, pendirian tempat ibadah adalah kebebasan
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ruang publik maupun privat
untuk memanifestasikan agama dan keyakinannya.’® Rumah ibadah bukan
semata-mata hanya digunakan sebagai tempat untuk keperluan ibadah saja,
tetapi dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial yang

dianggap sejalan dengan agama itu sendiri.

Dewasa ini telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Rumabh Ibadat. Peraturan tersebut memiliki tujuan utama untuk menciptakan
dan memelihara kerukunan umat beragama. Sebagaimana diketahui, bahwa
peraturan tersebut memiliki 3 (tiga) aturan, yaitu: Petunjuk untuk
melaksanakan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara
kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah

ibadah.

57 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah,80-88.
8 K. Bertens, “Menyambung Refleksi tentang Pendasaran Hak Asasi Manusia,” dalam harian
Kompas, 1 Desember 2000, him. 31.
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Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan
ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan gereja sah mereka.
Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan
(citizenship) yang lebih demokratis, di mana pengakuan kesederajatan dan
kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia
dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada
tanggal 10 April 2010. Semenjak saat itu, jemaat beribadah di halaman gereja
dan di jalan. Namun karena selalu mendapatkan intimidasi, maka jemaat
mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara bergantian setiap
Minggu I dan III, karena setiap Minggu II dan IV, ibadah dilaksanakan di
Monas, Jakarta Pusat, bersama-sama dengan jemaat HKBP Filadelfia

Tambun, Bekasi, tepatnya di seberang Istana Negara.

Di Negara Indonesia, masalah yang berkaitan dengan urusan
keagamaan sering menjadi masalah yang tidak ada akhirnya. Hal tersebut
disebabkan karena urusan agama adalah urusan yang sangat privat dan sensitif
bagi kalangan masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah sebagai lembaga
yang bertugas menjaga kerukunan masyarakat harusnya lebih berusaha untuk
berusaha meredam masalah yang berkaitan dengan urusan agama. Bentuk
masalah keagamaan yang sering terjadi di Indonesia yaitu mengenai perizinan

dalam mendirikan rumah ibadah.

Kendala utama yang sering kali dihadapi dalam suatu penyelenggaraan

pemerintahan khususnya dalam kegiatan pembangunan adalah masih
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lemahnya manajemen pelayanan pemerintahan yang diwujudkan dalam suatu
tindakan atau perbuatan pemerintahan yang sering kali tidak atau bahkan
kurang berkesesuaian dengan tuntutan dan aspirasi kepentingan masyarakat.
Banyak tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukan tidaklah begitu

dimengerti atau dipahami dengan baik oleh warga masyarakat.

Otonomi daerah bukan berarti adanya kebebasan dalam setiap
pengambilan kebijakan, tetapi semua harus berdasarkan aturan yang mengatur
secara jelas dalam mengambil sebuah kebijakan. Dalam sistem negara
kesatuan, konsep otonomi daerah didasarkan pada adanya hubungan
kewenangan antar internal pemerintah dengan pemerintah lain, baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan
wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan
yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi
tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi
kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau
institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum
tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan
kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut
sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi

negara.>

% 1bid, 99.
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Mengenai pendirian rumah ibadah diatur dalam Pasal 13 ayat (1), (2),
dan (3) yang seecara prinsip memerlukan syarat dukungan sosiologis pendirian

rumah ibadah, yaitu :

a. Didasarkan kepada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan
komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang
bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;

b. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak
mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi
peraturan perundang-undangan;

c. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah
kelurahan/desa tidak dipenuhi, maka didasarkan kepada pertimbangan
komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan atau

kabupaten/kota atau provinsi.

Aturan tersebut dikaitkan dengan tafsir sistematika yang berlandaskan
politik seperti yang ada dalam bagian Menimbang huruf g yang dikaitkan
melalui  “penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.”

Mendirikan tempat ibadah berhubungan kepentingan masyarakat,

apalagi untuk tempat yang melayani warga yang memeluk agama tersebut
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menjadi masuk akal sebab subyek tata ruang didasarkan menyangkut

pemimpin daerah, masyarakat, sekelompok orang ataupun badan hukum.%°

Hal tersebut penting, karena tata ruang dilaksanakan atas dasar
sebagai berikut: (1) memanfaatkan tempat untuk segala keperluan secara
terpadu; berdaya guna; dan berhasil guna serasi; selaras; seimbang; dan
berkelanjutan; serta (2) keterbukaan; persamaan; keadilan; dan perlindungan
hukum. Sesuai aturan dalam Pasal 13 tersebut poin pentingnya ialah menjaga
ketertiban masyarakat dalam keadaan tenram yang menjamin aman

kolektivitas.6!

Rumah ibadah adalah bangunan atau ruangan yang lokasinya tetap
dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama
yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan atau
ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah di
fasilitas umum, serta tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai oleh

pribadi atau keluarga.®?

Dari aturan tersebut, warga-warga yang memerlukan tempat ibadah
didasarkan kepada kompoisi jumlah masyarakat. Pendirian tempat ibadah tak

diizinkan dibangun jika dibatas daerah itu sudah terdapat tempat ibadah.

0 A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 24 Tahun
1992)

61 Prasetijo Rijadi, Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan,
(Surabaya: Airlangga University Press, 2006), him. 60-62.

62 Bidang Statistik Sosial, Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Barat 2018, (Kalimantan
Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat), 89.
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Kecuali jika rumah ibadah itu tak cukup untuk menampung warga di daerah

tersebut, maka diizinkan untuk didirikan tempat ibadah baru.

Syarat administrasi dan teknis pendirian tempat ibadah dijelaskan di

dalam pasal 14 Permen tersebut sebagai berikut:

(1)

(2)

€)

Mendirikan tempat ibadah haruslah mencukupi syarat administrasi dan
syarat teknis pembangunan gedung.

Mendirikan rumah ibadah haruslah mencukupi syarat khusus yang
mencakup identitas dan KTP orang yang menggunakan rumah ibadah
dengan minimal 90 warga yang setujui oleh pemerintah setempat
berdasarkan atas tingkat batas wilayah; dorongan warga sekitar dengan
minimal 60 warga dan disetujui kades/lurah; pernyataan yang ditulis
oleh kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan
pernyataan yang ditulis oleh FKUB® kabupaten/kota.

Apabila syarat-syarat tersebut belum Dbisa dipenuhi, maka
bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas

demi tersedia tempat untuk membangun tempat ibadah.

Menurut pasal 16 dijelaskan sebagai berikut:

% Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang
dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara,
dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
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(1) Permohonan mendirikan tempat ibadah seperti yang ada dalam Pasal 14
panitia pembangunan tempat ibadah mengajukan ke pemerintah daerah
demi mendapatkan IMB tempat ibadah.

(2) Pemerintah daerah memberi putusan paling lama 90 hari sejak

permohonan mendirikan rumah ibadah diajukan

Menurut pasal 17 dijelaskan bahwa bupati/walikota memberikan
fasilitas dalam menyediakan tempat lain untuk membangun gedung tempat
ibadah yang sudah mempunyai IMB yang dipindah sebab diubahnya rencana

penataan ruang di wilayah tersebut.

Berdasarkan penerapannya, semua warga negara Indonesia memiliki
hak untuk membangun tempat ibadah sesuai agama mereka masing-masing,
salah satunya ialah membangun tempat ibadah berupa gereja. Di mana gereja
adalah tempat yang digunakan oleh warga negara yang memeluk agama

Kristen guna melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini.

Di dalam Undang-Undang dan peraturan yang terkait memang tidak
ada yang menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai pembekuan rumah
ibadah, akan tetapi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah pasal 16 menjelaskan bahwa

permohonan izin dalam mendirikan rumah ibadah diajukan kepada bupati
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ataupun walikota wilayah tersebut guna mendapatkan izin mendirikan
bangungan (IMB). Hal itu berarti bahwa izin untuk mendirikan bagunan yang
akan digunakan sebagai tempat ibadah diberikan oleh bupati/walikota di mana

bangunan tersebut akan didirikan.

Apabila adanya selisih antar masyarakat dalam mendirikan tempat
ibadah, peraturan menteri bersama memberi aturan sesuai dengan pasal 21

yang menyatakan bahwa:

(1) Selisih sebab mendirikan tempat ibadah dikerjakan dengan musyawarah
oleh warga sekitar.

(2) Apabila musyawarah tersebut tidak terselesaikan, maka selisih tersebut
diselesaikan oleh pemerintah daerah dan dibantu oleh kepala kantor
Depaag kabupaten/kota secara rundingan tanpa memihak dan sesuai
dengan pertimbangan saran dari FKUB.

(3) Jika selisih antar masyarakat tersebut belum selesai, maka selisi tersebut

dilaksanakan dengan cara diajukan kepada PTUN di daerah tersebut.



BAB III

KEWENANGAN DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT

PUTUSAN PTUN NO. 41/G/2008/PTUN-BDG

. Deskripsi Kasus

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadah, dimana di dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut
mengatur mengenai permohonan pendirian rumah ibadah dapat diajukan oleh
panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh
IMB rumah ibadah, selain itu bupati/walikota memberikan keputusan
pendirian rumah ibadah paling lambar 90 hari sejak permohonan tersebut

diajukan.

Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan
ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan gereja sah mereka.
Multikulturalisme  mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan
(citizenship) yang lebih demokratis, di mana pengakuan kesederajatan dan
kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia
dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada

tanggal 10 April 2010. Jemaat GKI Yasmin dipaksa keluar dari gedung gereja

57
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oleh massa yang mengatasnamakan masyarakat setempat yang mayoritas
agamanya berbeda karena merasa terganggu dengan berdirinya rumah ibadah
di tempat mereka. Sebagian besar massa tersebut beralasan bahwa GKI
Yasmin belum mendapatkan izin. Namun pada kenyataannya, GKI Yasmin

sudah memiliki izin mendirikan bangunan.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) JI. Pengadilan No.35 Bogor telah
memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor No. : 645.8-372 Tahun 2006
tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI J1. Pengadilan
No.35 Bogor. Tetapi setelah itu Sumantoro dari pihak GKI Yasmin telah
menerima surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No. :503/208-DTKP
perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008. Menanggapi
diterbitkannya surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut, Majelis
Jemaat Yasmin telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 64/MJ-
GKI Bgr/I1/2008, perihal Keberatan dan Penolakan atas Surat Pembekuan IMB
Gereja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota

Bogor tertanggal 28 Februari 2008.

Dalam rangka memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor No.
:645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan
Bangunan, GKI Yasmin telah menempuh proses yang cukup lama dan bertahap
serta telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:

01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan
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dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan

Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Setelah memeriksa seluruh persyaratan yang telah diajukan
dalam pendirian rumah ibadah, Walikota Bogor memutuskan untuk
memberikan IMB yang dimohonkan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Walikota Bogor No. : 645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13
Juli 2006. Surat Keputusan tersebut, atas nama Walikota Bogor,
ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota

Bogor.

Bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama
tersebut, maka jelas bahwa bila ada pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas
Islam se-Kota Bogor) yang keberatan dengan diterbitkannya IMB Gereja
tersebut di atas, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah
bermusyawarah, langkah kedua adalah musyawarah dengan difasilitasi oleh
Walikota dan langkah ketiga adalah mereka menempuh upaya hukum ke
Pengadilan. Tegasnya, bila musyawarah tidak berhasil, maka pihak ketiga
tersebut (yang tidak setuju dengan diterbitkannya IMB Gereja) seharusnya
disarankan oleh Tergugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan, agar

Pengadilan memutuskannya, tidak dengan cara-cara lain di luar proses hukum.

Dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasa 21 Peraturan
Bersama tersebut dengan berlandaskan pada itikad baik, Majelis Jemaat GKI

Yasmin telah mengirim surat ke Walikota Bogor Nomor 82/MJ-



60

GKIBgt/111/°08, perihal tindak lanjut Pertemuan dengan Walikota Bogor pada

28 Februari 2008 perihal Pembekuan IMB Gereja, tertanggal 28 Maret 2008.

Dalam surat ini, Majelis Jemaat GKI Yasmin memohon agar Walikota
Bogor dapat menyelenggarakan musyawarah antara Majelis Jemaat GKI
Yasmin dan pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor)
yang keberatan diterbitkannya IMB Gereja tersebut. Permohonan Majelis
Jemaat GKI Yasmin kepada Walikota tersebut merujuk pada hasil pertemuan
sebelumnya (28 Februari 2008 di rumah dinas Walikota Bogor) antara

Walikota Bogor dan Majelis Jemaat GKI Yasmin.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut,
Bupati/Walikota diberi wewenang untuk menerbitkan IMB rumah ibadah, dan
tidak diatur wewenang Bupati/Walikota untuk mencabut dan/atau
membekukan IMB rumah ibadah, apalagi Kepala Dinas Tata Kota dan
Pertamanan yang melakukannya yang nota bene bukan atas nama Walikota
(dalam kasus pembekuan IMB Gereja tersebut). Hal ini cukup jelas, bukan saja
karena bentuk hukum “Pembekuan Izin” tidak dikenal dalam Peraturan
Bersama tersebut, tetapi juga satu-satunya proses hukum yang dapat ditempuh
oleh pihak manapun untuk membatalkan IMB Gereja tersebut di atas hanyalah
melalui Pengadilan. Pembatalan, pencabutan, pembekuan, dan/atau perbuatan
hukum sejenis yang dilakukan di luar proses peradilan dapat digolongkan
sebasebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena pembekuan izin IMB

Gereja tersebut diatas dilakukan oleh pejabat dan/atau instansi yang tidak
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berwenang (dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota
Bogor), maka Surat Pembekuan Izin tersebut batal demi hukum dan/atau dapat

dibatalkan.

B. Putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG
1. Pihak yang Bersengketa
Dalam Putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG, pihak-
pihak yang berperkara antara lain:

a. Penggugat :

Penggugat dari pihak GKI Yasmin yaitu: Nugroho,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal
Jalan Raya Ciapus Gang Mastu RT. 02/RW. 10 Desa Kota Batu
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor; Johana Pattinasarany
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal Curug Permai Blok D1-55 RT. 02/RW. 10 Kelurahan Curug
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor; Hetty Hermawati Tjahyadi
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal
Bogor Raya Permai FA 1V/49 RT. 03/ RW. 11 Keluraham Curug

Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

b. Tergugat :



62

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tempat
kedudukan di Jalan Pengadilan No. 8A Kota Bogor dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya: Hj. Anggraeny Iswara, S.H. ; Iwan Hernawan,
S.H. ; Boris Derurasman, S.H. ; N. Hasbhy Munnawar, S.H. ; Elyis
Sontikasyah, S.H. Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan pegawai negeri sipil pada bagian hukum pemerintah kota
Bogor beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor berdasarkan
Keputusan Walikota Bogor Nomor 180.45-107 Tahum 2008 tanggal 28
Maret 2008, yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Tata
Kota dan Pertamanan Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor: 180/690-DTKP tertanggal 22 Mei 2008.

2. Objek Gugatan
Adapun objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tata
Kota dan Pertamanan Kota Bogor No:503/208—DTKP Perihal Pembekuan

Izin tertanggal 14 Februari 2008.

3. Pertimbangan Hukum Hakim
Berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini berpedoman pada
ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

pembuktian beserta penilaian pembuktian, untuk sahnya pembuktian
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diperlukan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan

hakim.

Latar belakang diterbitkannya Surat Kepala Dinas Tata Kota dan
Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DTKP, perihal pembekuan izin
tertanggal 14 Februari 2008 adalah sehubungan dengann adanya Surat
Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor Nomor
Istimewa tanggal 1 Oktober 2006 Hal Permohonan Pembatalan
Pembangunan Gereja di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Kelurahan
Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat yang diterima Tergugat tanggal

Februari 2008. Alasan pembekuan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006
tentang Bangunan Gedung bahwa Izin yang telah diterbitkan dapat
dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga, atau

kesalahan teknis dalam mendirikan bangunan gedung;

b. Berdasarkan Rekomendasi Nomor 601/389 tanggal 15 Februari 2006
apabila Pemohon tidak memenuhi segala ketentuan yang telah
ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan
gereja atas nama Gereja Kristen Indonesia Jabar, seluas 1.720 m?, yang
terletak di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin
Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat menimbulkan
keresahan masyarakat, maka rekomendasi ini batal dengan sendirinya

atau tidak berlaku lagi, segala resiko dari ha 1 tersebut menjadi
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tanggung jawab Pemohon;

c. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah yang harus menjadi
acuan dalam pendirian rumah ibadah yang direalisasikan melalui surat
keberatan warga terdekat terhadap Pembangunan Gereja GKI di
Taman Yasmin

Kemudian berdasarkan bukti mengenai Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, Majelis Hakim
telah mencermati dengan seksama Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2006 tersebut terdiri dari 3 ayat sebagai berikut:

(1) izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat
pengaduan pihak ketiga, atau pelanggaran, atau kesalahan teknis

dalam mendirikan bangunan gedung;

(2) Keputusan Pembekuan Izin diberitahukan secara tertulis kepada
pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar, setelah

pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan;

(3) Ketentuan yang berkenaan dengan tata cara dan prosedur pengajuan
keberatan dan/atau pengaduan harus memperhatikan Asas Keadilan,

Kepastian Hukum, Keterbukaan dan Perlindungan Hukum.
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Selanjutnya, berdasarkan bukti Majelis Hakim memperoleh fakta
bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo memang
ada pernyataan keberatan yang diajukan Forum Umat Islam dan Ormas-
ormas Islam se-Bogor tentang Pembubaran Ahmadiyah dan Penolakan
Pembangunan Gereja (bukti T-3), Permohonan Audiensi dari Forum Umat
Islam Kota Bogor, Pernyataan Penolakan dari warga. Setelah Majelis
Hakim mencermati surat-surat tersebut tidak dijadikan alasan untuk

membekukan izin (obyek sengketa).

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tersebut

menyebutkan

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara

musyawarah oleh masyarakat setempat;

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai,
penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui
musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan
mempertimbangkan saran Forum Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten/Kota;

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui

Pengadilan setempat.
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Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa
keterangan Para Pihak, Bukti Surat dan Keterangan Saksi ketentuan Pasal
21 tersebut belum pernah dilaksanakan, walaupun pernah dilaksanakan
Audiensi, tetapi tidak mengikutsertakan Para Penggugat. Para Penggugat
pernah minta bantuan Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bogor
untuk menyelesaikan permasalahan Pembekuan IMB Gereja Kristen
Indonesia Pengadilan, namun permohonan diajukan setelah terbit obyek
sengketa a quo dan diajukan sendiri oleh Para Penggugat tanpa melalui
musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang dilakukan oleh

Walikota dibantu Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengacu
kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2006/Nomor 8 Tahun 2006, maka Tergugat harus memperhatikan dan
mempertimbangkan secara komprehensif mengenai prosedur dan tata cara
penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah dan tata cara dan
prosedur pembekuan izin, demi tercapainya kerukunan umat beragama

sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Sesuai uraian pertimbangan di atas dalil gugatan Para Penggugat
yang menyebutkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan
obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku terbukti kebenarannya oleh karena itu gugatan Para
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Penggugat haruslah dikabulkan dan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan
Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208—DTKP Perihal Pembekuan Izin

tertanggal 14 Februari 2008 harus dinyatakan batal.

. Amar Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan
Para Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas
Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208—-DTKP Perihal
Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008, memerintahkan kepada
Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan
Kota Bogor Nomor: 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14
Februari 2008, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 59.000,00(lima puluh sembilan ribu

rupiah).



BAB IV

ANALISIS FIQH STYASAH TERHADAP PROBLEMATIKA KEWENANGAN
DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH (STUDI PUTUSAN PTUN NO.

41/G/2008/PTUN-BDG)

A. Analisis Terhadap Problematika Kewenangan dalam Pendirian Rumah Ibadah

Menurut Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG

Gereja Kristen Indonesia (GKI) JI. Pengadilan No.35 Bogor telah
memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor No. : 645.8-372 Tahun 2006
tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI J1. Pengadilan
No.35 Bogor. Tetapi setelah itu Sumantoro dari pihak GKI Yasmin telah
menerima surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No. :503/208—DTKP
perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008. Menanggapi
diterbitkannya surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut,
Majelis Jemaat Yasmin telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor
64/MJ-GKI Bgr/II/2008, perihal Keberatan dan Penolakan atas Surat
Pembekuan IMB Gereja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan

Pertamanan Kota Bogor tertanggal 28 Februari 2008.

Bahwa selain karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dinas
Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak sesuai dengan kewenangannya,
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak mempunyai dasar untuk

memberikan sanksi berupa pembekuan rumah ibadah kepada GKI Yasmin.

68
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Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun
2006 bahwa keputusan yang dikeluarkan untuk melakukan pembekuan izin
dalam pendirian bangunan gedung harus diberikan secara tertulis kepada
pemegang IMB dan dilengkapi dengan alasan yang jelas dan wajar untuk
diterima setelah pemegang IMB tersebut diberikan kesempatan untuk

menjelaskan mengenai permasalahan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menjunjung
tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin hak setiap warga negara tanpa
membeda-bedakan setiap warganya berdasarkan agamanya, salah satu hak
asasi tersebut ialah hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadah,
sesuai ketentuan yang tertuang di dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945
menjelaskan dengan tegas bahwa setiap warga negara bebas dalam memeluk

agama dan beribadah menurut agamanya sendiri.

Berdasarkan penerapannya, semua warga negara Indonesia memiliki
hak untuk membangun tempat ibadah sesuai agama mereka masing-masing,
salah satunya ialah membangun tempat ibadah berupa gereja. Di mana gereja
adalah tempat yang digunakan oleh warga negara yang memeluk agama

Kristen guna melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini.

Di dalam Undang-Undang dan peraturan yang terkait memang tidak
ada yang menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai pembekuan rumah
ibadah, akan tetapi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah pasal 16 menjelaskan bahwa
permohonan izin dalam mendirikan rumah ibadah diajukan kepada bupati
ataupun walikota wilayah tersebut guna mendapatkan izin mendirikan
bangungan (IMB). Hal itu berarti bahwa izin untuk mendirikan bagunan yang
akan digunakan sebagai tempat ibadah diberikan oleh bupati/walikota di mana

bangunan tersebut akan didirikan.

Bahwa selain karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dinas
Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak sesuai dengan kewenangannya,
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak mempunyai dasar untuk
memberikan sanksi berupa pembekuan rumah ibadah kepada GKI Yasmin.
Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun
2006 bahwa keputusan yang dikeluarkan untuk melakukan pembekuan izin
dalam pendirian bangunan gedung harus diberikan secara tertulis kepada
pemegang IMB dan dilengkapi dengan alasan yang jelas dan wajar untuk
diterima setelah pemegang IMB tersebut diberikan kesempatan untuk

menjelaskan mengenai permasalahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor tersebut, dengan itu berarti
jika ada pihak yang ingin mengeluarkan surat keputusan mengenai pembekuan
izin mendirikan bangunan gedung maka sebelumnya pemegang IMB harus

diberi kesempatan untuk menjelaskan perselisihan yang mengakibatan
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pembekuan IMB tersebut yang kemudian dapat diterbitkan surat keputusan
dalam pembekuan IMB secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas

dan dapat diterima oleh semua pihak.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006
tersebut, pembekuan izin dalam pendirian rumah ibadah dapat dilakukan
setelah pemegang IMB diberi kesempatan untuk menjelaskan sengketa
tersebut. Dalam proses pembekuan inilah masalah timbul, seperti halnya
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang memberikan surat
keputusan pembekuan IMB kepada GKI Y asmin tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu dan tidak memberikan alasan yang jelas mengenai pembekuan IMB
tersebut. Selain itu, surat keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota
dan Pertamanan Kota Bogor bukan atas nama walikota, padahal sesuai dengan
Perda yang memberikan izin mendirikan bangunan adalah walikota. Karena
masalah yang ada pada proses ini merugikan jemaat GKI Yasmin maka dari

pihak dari GKI Yasmin tersebut menggugat ke PTUN.

Menurut pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan mengenai
gugatan dikabulkan maka putusan PTUN tersebut bisa ditetapkan menjadi
tugas/kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Badan ataupun Pejabat Tata
Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN) tersebut. Kewajiban yang dibebankan kepada Badan atau Pejabat
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TUN yaitu mencabut KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan kembali

KTUN yang baru.

Sesuai dengan pasal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara
yang mempunyai tugas untuk memberikan perintah kepada badan atau
instansi yang menerbitkan KTUN tersebut untuk mencabut kemudian
menerbitkan kembali Surat Keputusan baru. Pada penerapannya, yang
mempunyai hak untuk mencabut KTUN ialah badan atau instansi yang
menerbitkan KTUN tersebut, termasuk juga jika adanya kesalahan
administratif ataupun kesalahan yuridis. Dengan demikian, yang mempunyai
wewenang mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau
pejabat TUN ialah badan atau pejabat TUN yang telah menerbitkan Surat
Keputusan tersebut tetapi berdasarkan oleh perintah dari Pengadilan Tata

Usaha Negara.

Kemudian setelah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Bandung,
putusan PTUN menangkan penggugat yaitu GKI Yasmin dan membatalkan
surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan
Pertamanan Kota Bogor berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai Pasal 21
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 yang menyebutkan:

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara

musyawarah oleh masyarakat setempat;

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai,
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penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui
musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan
mempertimbangkan saran Forum Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten/Kota;

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui
Pengadilan setempat.

Dengan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan
gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal keputusan tergugat yang
berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
Nomor 503/208-DTKP mengenai pembekuan izin tanggal 14 Februari 2008,
serta memberikan perintah kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP.

Berdasarkan analisis yuridis, putusan PTUN Bandung No.
41/G/2008/PTUN-BDG sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 untuk
memberikan perintah pemberikan izin pendirian rumah ibadah oleh
Bupati/Walikota kepada masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah jika
syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut telah

terpenuhi seluruhnya.
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Penulis setuju dengan putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG ini
karena sesuai pasal 21 Peraturan Bersam Menteri menyatakan bahwa
perselisihan dalam mendirikan tempat ibadah dilakukan secara musyawarah
dengan warga sekitar. Jika dengan musyawarah belum dapat diselesaikan,
maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh pemerintah daerah dibantu oleh
kepala kantor Depag kabupaten/kota tanpa memihak dan sesuai dengan
pertimbangan saran dari FKUB. Jika belum juga dapat diselesaikan, maka
dilaksanakan dengan mengajukan gugatan kepada PTUN di daerah tersebut.
Dengaan begitu, putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG sudah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Figh Siyasah Terhadap Problematika Kewenangan dalam Pendirian

Rumah Ibadah

Pada dasarnya, walikota merupakan seseorang yang dipilih oleh rakyat
melalui pemilihan umum yang memiliki kewenangan untuk memimpin
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan dan merancang aturan-aturan demi
kesejahteraan, kemaslahatan, dan juga kemakmuran bagi masyarakat
berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan dalam hal
merancang peraturan. Seorang pemimpin harus berpegang teguh kepada
kemaslahatan rakyatnya, tidak sekedar menuruti kemauan dari dalam dirinya
saja. Setiap aturan yang dibuat dan diterbitkan harus memiliki kemaslahatan

serta manfaat untuk rakyatnya. Sebaliknya, jika aturan tersebut hanya akan



75

menimbulkan mudharat bagi rakyatnya maka harus dihindari dan diganti

dengan aturan-aturan yang baru yang memiliki kemaslahatan.

Sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi:

il binaer Lo ol Sis

Artinya: Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan kepada
kemaslahatan.®*

Banyak ulama yang sepakat mengenai keharusan untuk melaksanakan
siyasah berdasarkan syara’. Di dalam kajian figh siyasah, kewenangan
pemimpin dalam pendirian rumah ibadah bagi masyarakat di negara yang
memiliki agama yang berbeda-beda mutlak harus ditetapkan, karena di dalam
siyasah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan
lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun negara dengan negara

berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Menurut pendapat dari Ibnul Qayyim saat mengutip uraian Ibnu ‘Aqil
dalam kitabnya yang berjudul A/-Fununyang mengatakan bahwa siyasahialah
suatu perbuatan yang dilakukan itu seseorang bisa mendekat pada hal-hal baik
serta menjauhi hal yang buruk, meski perbuatan tersebut tak tercantum dalam
ketetapan dari Rasul serta tak tercantum keharusan dari wahyu yang
diturunkan.% Oleh karena itu, perlu ditetapkan aturan yang jelas bagi orang-

orang yang akan mendirikan rumah ibadah untuk melaksanakan ibadahnya

8 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), 147.

% Tbnul Qayyim Al Jauziyah, A/ Thuruq Al-Hukniyah Fi Siyasat Al-Syar’iyyah, Tahqiq Basyir
Muhammad Uyun, dalam Program Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, 26.
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sesuai dengan agamanya masing-masing karena ibadah itu adalah sebuah

kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Di dalam Islam, menyelesaikan permasalahan dilakukan melalui
musyawarah.’® Sedangkan, Indonesia ialah negara hukum, maka
menyelesaikan permasalahan sengketa dilakukan melalui jalur hukum.
Masalah-masalah yang melibatkan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota
Bogor dengan jemaat GKI Yasmin di dalam figh siyasah dapat dipecahkan
menggunakan lembaga wilayatul al-mazalim. Wilayatul al-mazalim ini
mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara apapun dalam bentuk
kezaliman, baik kezaliman yang dilakukan oleh aparatur negara, kezaliman
mengenai masalah penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap
hukum syara’, ataupun kezaliman mengenai arti dari teks perundang-
undangan yang disalahgunakan oleh pemerintah. Jika perundang-undangan ini
dikatakan sebagai kekuasaan atau perintah dari pemimpin, sehingga memberi
putusan di dalam suatu permasalahan tersebut artinya juga memberi putusan
bagi perintah pemimpin.®’” Artinya, permasalahan itu haruslah diserahkan
kepada wilayatul al-mazalim yang dalam hal ini adalah walikota, maka
setidaknya DPRD tingkat Il dapat memberikan arahan kepada walikota atas

putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG tersebut.

% Ibid,, 163.
7 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 162-

163.
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Allah swt. memperingatkan bagaimana pentingnya masalah keadilan

bagi kelompok minoritas ini dalam firman-Nya:
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Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau
mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka,
jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada
mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh,
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” QS. Al-
Ma’idah Ayat 49.

g
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Artinya: “Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada)
petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah
diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi,
demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi
saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia,
(tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku
dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.” QS.
Al-Ma’idah Ayat 44.

Sesuai tinjauan siyasah syar’iyyah dalam konteks maslahah mursalah,
adanya putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG mengenai

pendirian rumah ibadah, disitu pemerintah Kota Bogor belum sepenuhnya
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sesuai dengan tinjauan menurut syariat Islam. Karena tindakan
menyalahgunakan kewenangannya mengenai izin dalam mendirikan rumah
ibadah, padahal seharusnya kewenangan yang diberikan seharusnya lebih
memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat terutama dalam hal ini yaitu

jemaat GKI Yasmin.®

Adapun hukum dalam Al-Qur’an yang dapat digunakan sebagai aturan

hukum Islam dalam masalah ini yaitu:
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Artinya: “(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa
alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah
Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian
manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-
biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan
masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah
pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh,
Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.” QS. Al-Hajj Ayat 40.

Di dalam ayat tersebut, Al-Qur’an secara tegas menerangkan bahwa
nama Allah bukan hanya terbatas berada di masjid, tetapi nama Allah juga
berada di biara-biara Nasrani, gereja-gereja, dan juga rumah-rumah ibadah
orang Yahudi (Sinagog). Itu berarti, tidak ada manusia yang mempunyai hak
untuk menghalang-halangi masyarakat yang beragama lain dalam melakukan

ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

%8 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 162-
163.
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Jemaat GKI Yasmin telah beritikad baik untuk melaksanakan segala
bentuk peraturan perundang undangan terutama Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 bahwa
izin untuk mendirikan bagunan. Kemudian dengan munculnya Surat
Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota
Bogor mengenai pembekuan izin pendirian rumah ibadah dapat

mempengaruhi ibadah yang akan dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin.

Realitas semacam ini menimbulkan ketidakadilan Dinas Tata Kota
dan Pertamanan Kota Bogor kepada GKI Yasmin karena ibadah yang
seharusnya dapat dilaksanakan menjadi terhenti akibat surat keputusan yang

diberikan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tersebut.

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghargai satu
dengan yang lainnya, dan juga mencintai perdamaian. Seseorang yang paham
akan norma dan aturan pasti memiliki sikap toleransi terhadap suatu
perbedaan, akan tetapi dalam penerapannya, pemikiran ini sudah dirusak oleh
tindakan dan perbuatan manusia yang menginginkan monopoli kebenaran
berdasarkan nama agama, ideologi, ataupun yang lainnya. Sikap tidak
toleransi ini yang akan menjadikan kacau sejarah ke arah keinginan saling
menghormati dan menghargai di atas semua perbedaan yang merupakan
sunnah Allah mengenai kasus perlakuan tidak adil bagi suatu kelompok

minoritas di Indonesia. Jika surat keputusan tersebut dilaksanakan maka akan
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menimbulkan kemudharatan, padahal semua peraturan seharusnya didasarkan

pada kemaslahatan warga negaranya.

Oleh sebab itu, adanya gugatan yang diajukan oleh pihak GKI Yasmin
kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor di Pengadilan Tata
Usaha Bandung sesuai dengan putusan PTUN Bandung No.
41/G/2008/PTUN-BDG sudah sesuai dengan wewenang di wilayah siyasah
gadlaiyyah syar’iyyah karena ada yang bersengketa yaitu pihak dari GKI
Yasmin dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang diselesaikan
melalui wilayah peradilan yang dalam hal ini diselesaikan melalui Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung.

Kemudian dalam segi wewenang siyasah idariyyah syar’iyyah,
bahwasanya terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor, penyalahgunan wewenang tersebut
berupa pemberikan surat keputusan untuk pembekuan GKI Yasmin padahal
sebenarnya Kepala Dinas Tata kota dan Pertamanan Bogor tidak mempunyai
wewenang untuk memberikan surat pembekuan pendirian rumah ibadah dan

yang berwenang untuk hal tersebut adalah Walikota.

Sesuai konsep dari maslahah, putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-
BDG ini lebih mengkerucut kepada mas/ahah yang pertama, yaitu untuk
menjaga agama, bahwasanya di dalam agama Islam terdapat istilah kebebasan
dalam memeluk agama sesuai keyakinannya, jadi pejabat suatu negara tidak

boleh memberikan putusan yang semena-mena yang tidak sesuai dengan
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wewenangnya sendiri. Apalagi dalam hal ini mengenai pendirian rumah
ibadah tidak hanya menyangkut kepentingan perorangan saja tetapi juga
menyangkut kepentingan orang banyak yang memeluk agama Kristen untuk
beribadah di GKI Yasmin. Dan dengan dikabulkannya gugatan tersebut dapat
menjadikan kemaslahatan bagi kaum minoritas yang dalam hal ini adalah
pemeluk agama Kristen yang beribadah di GKI Yasmin agar tetap dapat

beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan di atas,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Dalam Putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG, bahwa
tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota
Bogor yang memberikan surat keputusan mengenai pembekuan IMB GKI
Yasmin menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum yang
berlaku, khususnya terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Tahun 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 bahwa izin
untuk mendirikan bagunan yang akan digunakan sebagai tempat ibadah
diberikan oleh bupati/walikota di mana bangunan tersebut akan didirikan.

Dengan demikian yang berhak untuk membekukan IMB adalah walikota.

Jika dianalisis menggunakan figh siyasah, putusan PTUN No.
41/G/2008/PTUN-BDG sudah sesuai dengan kewenangan berdasaran
peraturan perundang-undangan bahwa izin pendirian rumah ibadah hanya
diberikan oleh walikota, sedangkan Dinas Tata Kota dan Pertamanan
Kota Bogor tidak berwenang atas hal itu. Jadi yang dilakukan oleh Dinas

Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak sesuai dengan siyasah

82
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idariyyah syar’iyyah. Dan jika dianalisis dengan metode maslahah,
dengan dikabulkannya gugatan dalam putusan PTUN Bandung No.
41/G/2008/PTUN-BDG dapat menjadikan kemaslahatan bagi jemaat GKI
Yasmin agar tetap dapat beribadah sesuai dengan kepercayaan yang
dianutnya.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,
hendaknya lebih menjelaskan secara rinci mengenai izin pendirian rumah
ibadah beserta dengan pembekuan ataupun pencabutan IMB, terlebih lagi
mengenai pihak yang berwenang atas tugas tersebut.

2. Dalam mengambil sebuah keputusan seperti Keputusan Dinas Tata Kota
dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP, hendaklah lebih
berhati-hati lagi dalam memutuskan sesuatu agar tidak ada pihak yang
dirugikan seperti jemaat GKI Yasmin.

3. Dengan munculnya Putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG
tentang pendirian rumah ibadah, diharapkan pihak-pihak yang terkait
dapat melaksanakan putusan tersebut dengan sebaik-baiknya agar tidak

terjadi penyelewengan pada wilayah pemerintahan.
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